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 Esai ini mengeksplorasi penerapan sudut pandang dari salah satu teknik 
pencegahan kejahatan, Pencegahan Kejahatan Sosial, terhadap situasi 
manajemen bencana Palu. Temuan studi menunjukkan bahwa, 
khususnya dalam hal manajemen dana bencana, pengawasan yang efisien 
sangat penting untuk mencegah korupsi. Pendanaan yang signifikan telah 
dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai akibat dari 
bencana Palu, namun ada kemungkinan bahwa dana ini akan 
disalahgunakan. Karena fokus pada mengubah keadaan yang mendorong 
perilaku korup, pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional (SCP) 
sangat relevan dalam konteks ini. Dengan mengambil tindakan nyata 
seperti menciptakan platform pemantauan dana yang independen, 
mendidik manajer dana tentang etika, dan diharapkan bahwa manajemen 
dana bencana di Palu dapat dilakukan dengan cara yang lebih terbuka dan 
bertanggung jawab dengan mengambil langkah-langkah nyata termasuk 
menciptakan tim audit independen, melatih manajer dana dalam etika, 
dan menciptakan platform digital untuk pemantauan dana. 
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This essay explores the application of the perspective of one crime 
prevention technique, Social Crime Prevention, to the Palu disaster 
management situation. The study findings indicate that, particularly in 
the management of disaster funds, efficient oversight is crucial to prevent 
corruption. Significant funding has been allocated for rehabilitation and 
reconstruction as a result of the Palu disaster, but there is a possibility 
that these funds will be misused. Because it focuses on changing the 
circumstances that encourage corrupt behavior, the Situational Crime 
Prevention (SCP) approach is highly relevant in this context. By taking 
concrete actions such as creating an independent fund monitoring 
platform and educating fund managers on ethics, it is hoped that disaster 
fund management in Palu can be conducted in a more open and 
accountable manner. This includes taking concrete steps such as 
establishing an independent audit team, training fund managers in 
ethics, and creating a digital platform for fund monitoring. 
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1. PENDAHULUAN 
 Pada tanggal 28 September 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami bencana alam besar 
berupa gempa bumi dengan magnitudo 7,4 skala Richter yang diikuti oleh tsunami. Bencana ini 
memberikan dampak signifikan terhadap wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi 
Moutong. Selain menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, bencana tersebut juga menyebabkan 
kerusakan parah pada infrastruktur, tempat tinggal, serta sarana dan prasarana masyarakat. Fenomena 
likuifaksi di wilayah Petobo dan Balaroa menambah kompleksitas dampak yang ditimbulkan, dengan 
menghancurkan kawasan permukiman secara total. 
 Berdasarkan data resmi, total kerugian akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp13,82 triliun. 
Kerugian tersebut mencakup berbagai sektor, di antaranya sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi 
produktif, sosial, dan lintas sektor lainnya. Sektor permukiman menjadi sektor yang paling terdampak, 
dengan banyaknya bangunan yang rusak berat hingga tidak layak huni. Pemerintah memperkirakan 
bahwa dana yang dibutuhkan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai Rp10 
triliun. 
 Namun, proses pemulihan ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama terkait isu tata 
kelola dan integritas dalam pelaksanaan proyek bantuan. Salah satu kasus yang mendapat perhatian 
publik adalah dugaan praktik korupsi dalam proyek penyediaan air bersih bagi korban tsunami di Palu, 
yang melibatkan oknum pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 
Temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik semacam ini dapat 
menghambat pemulihan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
 Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan sumber daya pada masa pemulihan bencana, 
pendekatan pencegahan kejahatan situasional (situational crime prevention) menjadi relevan. 
Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya tindak kejahatan melalui pengelolaan 
lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik. Strategi-strategi seperti pengawasan yang lebih ketat, 
pembatasan akses terhadap sumber daya, peningkatan transparansi, serta edukasi kepada masyarakat 
tentang pentingnya pelaporan pelanggaran dapat diterapkan guna mengurangi risiko penyimpangan 
dalam distribusi bantuan. 
 Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional memegang peranan penting dalam 
mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi. LSM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan, 
tetapi juga berperan sebagai fasilitator, pendidik, dan advokat dalam memperkuat kapasitas masyarakat 
terdampak. Kehadiran LSM turut berkontribusi dalam memastikan bahwa proses pemulihan dilakukan 
secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran. 
Dengan memahami secara holistik kronologi bencana, besaran kerugian, hambatan dalam proses 
pemulihan, serta penerapan strategi pencegahan kejahatan dan peran aktor non-negara, diharapkan 
upaya penanganan bencana di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan. 
Pendekatan ini juga berkontribusi dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana serta 
mendorong tata kelola pemulihan yang lebih akuntabel. 
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2.  METODE  
2.1 Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian adalah sebuah susunan bagaimana penelitian akan dilakukan, susunan itu 
nantinya akan digunakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan. 
Pendekatan penelitian kualitatif yang cenderung menghasilkan data berupa kata-kata tulisan atau lisan 
dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural serving) sebagai 
sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian 
kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial 
(Moleong, 2006: 04). 
 Selain itu, metode ini juga memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai suatu 
fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, motif, dan konteks sosial yang 
melatarbelakangi fenomena yang diteliti (Kholifah, 2021). Dengan demikian, metode kualitatif 
deskriptif tidak hanya membantu dalam mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memberikan 
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak dari fenomena 
tersebut yang sangat penting dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan masalah 
kriminologis. 
 
2.2 Teknik Pengumpulan Data 
2.2.1 Data Primer 
 Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti (Sugiyono, 
2016.) Proses pengumpulan data primer didapat berdasarkan survei di lapangan dengan melakukan 
pengamatan di lokasi penelitian. 
 
2.2.2 Data Sekunder 
 Data sekunder kami peroleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal, artikel, dan website yang 
relevan dengan topic dan permasalahan yang diangkat. 
 
2.3  Penelitian Terdahulu 
 Penelitian mengenai pengelolaan dana bencana alam dan pencegahan korupsi telah banyak 
dilakukan, baik dalam lingkup nasional maupun lokal, termasuk di Kota Palu. Penelitian-penelitian 
terdahulu ini memberikan gambaran tentang titik-titik rawan korupsi, kelemahan sistem pengawasan, 
serta strategi pencegahan yang dapat diadopsi, khususnya melalui pendekatan Situational Crime 
Prevention (SCP). Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Nama/Tahun Judul Penelitian/Studi Hasil Penelitian Utama Relevansi 

1 
BPBD 

Kota Palu (2019) 
[5] 

Manajemen Mitigasi 
Bencana Kota Palu 

Aspek perencanaan dan 
penganggaran dalam mitigasi 
bencana di Kota Palu masih 

belum optimal, khususnya pada 
validitas data dan koordinasi 

antar lembaga. 

Menunjukkan perlunya 
penguatan sistem 
pengawasan dan 
koordinasi dalam 

pengelolaan dana bencana. 
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No Nama/Tahun Judul Penelitian/Studi Hasil Penelitian Utama Relevansi 

2 Putri, D. A. 
(2022) [6] 

Pertanggungjawaban 
Pidana Pelaku Korupsi 

Dana Siap Pakai 
Penanggulangan Bencana 

Alam 

Rekayasa data penerima bantuan 
menjadi modus utama korupsi 
yang dilakukan oleh pejabat 

terkait; faktor penyebab 
adalah motif keuntungan pribadi 

Menyoroti pentingnya 
verifikasi data dan 

pengawasan berlapis untuk 
mencegah korupsi dana 

bencana. 

3 Rosalinda, 
R. (2023) [7] 

Reformasi Birokrasi Pada 
Pelayanan Publik Dalam 

Upaya Pencegahan 
Korupsi Dinas 

Kependudukan Dan 
Catatan Sipil Kota Palu 

Reformasi birokrasi melalui 
sistem online dan desentralisasi 

layanan di Kota Palu dapat 
menekan peluang korupsi, 

namun masih ada hambatan 
budaya birokrasi yang perlu 

diatasi. 

Mendukung strategi 
penguatan pengawasan 
melalui digitalisasi dan 
restrukturisasi birokrasi 

untuk pencegahan korupsi. 

4 
BPBD 

Kota Palu (2021) 
[5]  

Renstra BPBD Kota Palu 
Tahun 2021–2026 

Perlunya penguatan sistem 
pelaporan dan pengawasan 

berbasis teknologi digital untuk 
meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan dana 

bencana. 

Menjadi dasar penerapan 
teknologi digital dalam 

pengawasan pengelolaan 
dana bencana secara 

real-time dan transparan. 

5 Analisis RTRW 
(2021) 

Analisis Rencana Tata 
Ruang Wilayah Pada 

Pesisir Rawan Tsunami 
(Studi Pesisir Aceh, 

Banten dan Palu) 

Regulasi tata ruang di Kota Palu 
belum sepenuhnya 

mempertimbangkan mitigasi 
bencana; zona merah rawan 

tsunami masih digunakan untuk 
permukiman dan pariwisata. 

Menunjukkan pentingnya 
integrasi mitigasi bencana 
dalam kebijakan tata ruang 
untuk mengurangi risiko 

dan potensi 
penyalahgunaan dana. 

 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Analisis mengenai "Penguatan Pengawasan Pengelolaan Dana Bencana Alam di Palu: Analisis 
Pencegahan Korupsi dengan Pendekatan Situational Crime Prevention," kita menemukan bahwa 
pengawasan yang efektif adalah kunci utama dalam mencegah korupsi, terutama dalam konteks 
pengelolaan dana bencana. Bencana yang terjadi di Palu telah memicu alokasi dana yang signifikan 
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, namun sering kali hal ini diiringi dengan risiko penyalahgunaan. 
Dalam hal ini, pendekatan Situational Crime Prevention (SCP) sangat relevan, karena fokusnya adalah 
mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan mengubah kondisi situasional yang memfasilitasi 
perilaku koruptif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Jones [1], "pengurangan 
kesempatan untuk melakukan korupsi dapat dicapai melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan dana". Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah preventif yang tepat dapat secara 
signifikan mengurangi insiden korupsi. Di Palu, banyaknya dana yang dialokasikan sering kali menjadi 
magnet bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti 
penggunaan aplikasi untuk melacak penggunaan dana, sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan temuan 
dari Brown [2] yang menyatakan bahwa "audit internal dan eksternal yang rutin dapat memastikan 
penggunaan dana sesuai dengan rencana". Dengan melakukan audit secara berkala, pihak berwenang 
dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyalahgunaan sebelum menjadi masalah yang lebih 
besar. 
 Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana juga sangat penting. 
Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga 
menciptakan rasa kepemilikan atas dana yang dikelola. Sebuah studi oleh Anderson dan Lee [3] 
menunjukkan bahwa "partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana bencana dapat mengurangi risiko 
korupsi". Ketika masyarakat terlibat, mereka dapat memberikan masukan yang berharga dan 
melaporkan penyimpangan atau ketidakberesan yang mungkin tidak terlihat oleh pengawas resmi. 
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Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan ini cukup signifikan. Resistensi dari 
pihak-pihak tertentu yang mungkin diuntungkan oleh praktik korupsi sering kali menjadi penghalang 
utama. Selain itu, kurangnya sumber daya untuk implementasi teknologi dan pelatihan bagi 
pengelola dana juga menjadi masalah. Dalam konteks ini, Kumar [4] mencatat bahwa "sistem 
pengawasan yang efektif memerlukan investasi awal yang signifikan, baik dalam teknologi maupun 
pelatihan sumber daya manusia". Oleh karena itu, membangun kemitraan antara pemerintah, LSM, dan 
masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan 
berkelanjutan. Implementasi strategi penguatan pengawasan harus mencakup beberapa langkah 
konkret. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, seperti platform 
online untuk melaporkan dan memantau penggunaan dana. Kedua, pelatihan bagi pengelola dana 
tentang etika dan akuntabilitas, sehingga mereka lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 
Ketiga, pembentukan tim independen yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk 
melakukan audit dan evaluasi secara berkala. 
  Dengan demikian, penguatan pengawasan dalam pengelolaan dana bencana di Palu bukan hanya 
memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan. 
Hanya melalui integrasi berbagai elemen ini, kita dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan 
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan 
sangat berkontribusi dalam mencegah korupsi dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-
benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. 
 
4.  KESIMPULAN  
 Bencana alam yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 telah menimbulkan 
dampak yang signifikan, baik dari segi kerugian material maupun sosial. Pengelolaan dana bencana 
yang efektif dan transparan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan 
dapat mencapai masyarakat yang membutuhkan. Namun, tantangan besar dalam pengawasan dan 
akuntabilitas pengelolaan dana bencana, termasuk risiko korupsi, masih menjadi masalah yang perlu 
diatasi. 
 Pendekatan Situational Crime Prevention (SCP) menawarkan strategi yang relevan untuk 
mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan dana bencana. Dengan meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta memanfaatkan teknologi informasi, peluang terjadinya 
penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Selain itu, penguatan koordinasi antar pemangku 
kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan sistem 
pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. 
 Melalui langkah-langkah konkret seperti pengembangan platform digital untuk pemantauan dana, 
pelatihan etika bagi pengelola dana, dan pembentukan tim independen untuk audit, diharapkan 
pengelolaan dana bencana di Palu dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan 
demikian, bantuan yang diberikan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak, serta 
membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait. 
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